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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

¢ Jagalah baik-baik dirimu, usahakanlah kemulyaannya, karena engkau di

pandang manusia bukan karena rupa dan kekayaan, tetapi karena

kesempurnaan budi. ( Nabi Muhammad SAW )

e Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma’ruf serta

berpalinglah dari orang-orang bodoh. ( Q.S. Alo A’raat 199 )

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi.
Pakdhe dan Budhe yang aku cintai dan aku sayangi.
Kakak-kakak dan adik-adikku yang aku sayangi.

Kekasihku yang aku cintai dan aku sayangi.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang ini, Indonesia sedang dilanda krisis uang dapat
mengakibatkan semua kebutuhan menjadi mahal. Sedangkan pendapatan
relative kurang sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang meringkas
karyawannya karena krisis moneter. Banyak karyawan atau tenaga kerja yang
dirumahkan karena  perusahaan—perusahaan meminimalkan tenaga
kerja,sehingga dapat meningkatkén pengangguran.

Pada suatu negara yang baru memacu pembangunannya seperti Negara
Republik Indonesia, eksekusi tenaga kerja sebagai sumber manusia merupakan
salah satu faktor penting dari berbagai komponen pembangunan, satu dengan
lainnya jalin menjalin sebagai komponen manunggal. Komponen tersebut
adalah alam, tenaga kerja dan modal. -~

Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sekarang ini sedang lazim
disingkat dengan nama PHK. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan
awal dari seorang buruh dari berakhirnya seorang tenaga kerja mempunyai
pekerjaan atau permulaan dari berakhimya kemampuan prestasi untuk

membiayai keprluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya.

m

Gunawi Karta Sapoetro, Hukum Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja,
Armico, Bandung, 1983, hal. 9



Dalam kenyataan sehari-hari dapat dibuktikan bahwa Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat di cegah lagi,karena itu bias diakibatkan
oleh perusahaan atau tenaga kerjanya itu sendiri.

Pemerintah mencanangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sesuai dengan
ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN yaitu pengembangan
ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada
peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Peningkatan
pengupahan, penjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan
berserikat.

Hubuﬂgan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha selalu diarahkan
supaya tercipta kerja sama yang serasi dengan dijiwai oleh Pancasila dan
UUD’45 dimana masing-masing pihak saling menghormati, saling
membutuhkan, saling mengerti pranata atau tidak dan kewajiban pada masing-
masing dalam keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dan pembangunan.

Dalam suatu kerja sama kedudukan tidak sama dalam sub ordinasi
artinya ada pihak yang berkedudukan di atas yaitu yang memerintah dan ada
pihak yang berkedudukan dibawahnya yaitu yang diperintah. ©

Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan berakhirnya
hubungan kerja bagi seorang pekerja yang berakibat kehilangan mata
pencaharian dan merupakan masa pengangguran serta awal dari segala

kesengsaraan guna menjamin kepastian dan ketenangan hidup pekerja.

@ Djumialdji, Perjanjien Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hal. 18



seharusnya tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi dalam
kenyataannya membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dicegah lagi. Seluruhnya karena adanya keterpaksaan.

Dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi
keluhan dan kekecewaan bagi pekerja yang merasa dirugikan. Disamping itu
pekerja tersebut harus mulai dari awal lagi untuk bisa mendapatkan pekerjaan
baru dalam memutus kehidupannya sendiri dan keluarganya.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 menggambarkan bagaimana
mekanisme penyelesaian pemutusan hubnungan kerja yang dilakukan oleh
pengusaha terhadap pekerjanya. Dalam pelaksanaannya seringkali pengusaha
mengabaikan mekanisme pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK)
sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003.?

Sedangkan hubungan kerja diadakan waktu tertentu ialah bila
berakhirnya dikaitkan dengan kejadian yang tidak semata-mata tergantung
pada kemauan salah satu pihak, seorang buruh atau tenaga kerja diterima
untuk bekerja pada pekerjaan tertentu bekerja untuk waktu tertentu adalah
sampai selesainya pekerjaan tertentu.®

Dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UUD’45
pasél 27 (2) yaitu tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan.®

3)

@
®

Halili Toha, SH, Hari Pramono, SH, Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, Rineka
Cipta, Jakarta, 1987, hal.62

Ibid, hal. 62

Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum MPR, Arloka, Surabaya, 1999, hal.120



Dalam kehidupan di dunia ini manusia mempunyai kebutuhan yang
beraneka ragam, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnyamaka
manusia di tuntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri
maupun bekerja pada orang lain.

Supaya dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) maka biasanya antara tenaga kerja dan pengusaha mengadakan
perjanjian diawal masa kerjanya. Ada 4 syarat syahnya perjanjian kerja yaitu :
1. Sepakat untuk mengikat dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal ©

Pekerja adalah suatu perusahaan mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha. Hubungan kerja pada dasarnya hubungan antara tenaga kerja dan
pengusaha setelah adanya perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian dimana pihak
kesatu, si pelaku mengikatkan dirinya pada pihak lain @

Meskipun dalam perjanjian yang berlaku antara tenaga kerja dan
pengusaha telah mengikat masing-masing namun dalam pelaksanaannya
sering tidak berjalan seperti yang diharapkan. Karena masing-masing tidak
menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagaimana yang terdapat

dalam perjanjian kerja.

©)

(9]

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Manajemen, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1995, hal. 12

Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1993, hal.1



Banyak sekali faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) yaitu faktor perselisihan dan dinas tenaga kerja dituntut
untuk bekerja maksimal dalam penyelesaian masalah PHK harus didasarkan
pada peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian yang dibuat peketja dengan
pengusaha.

Menurut pasal 18 Peraturan Menaker No. PER 150 / MEN / 2000
digolongkan seperti pencurian, penggelapan, penganiayaan pengusaha,
melanggar hukum dengan sengaja mencuri, merusak barang milik perusahaan,
memberi keterangan palsu, berbuat asusila.

Kesalahaﬂ besar yaitu kesalahan atau perbuatan tenaga kerja yang
negatif, yang sulit untuk dimaafkan sehubungan dengan akibat-akibat yang
merugikan  perusahaan  atau  perbuatan-perbuatannya - akan dapat
membahayakan bumh-bmuh lainnya dalam perusahaan terscbut. Pengusaha
mempunyai alasan yang mendesak untuk memutuskan hubungan kerja dengan
tenaga kerja yang demikian®.

Dalam menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
bukanlah pekerjaan yang ringan dan mudah, Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) selain menyangkut aspek yuridis, juga menyangkut aspek lainnya
seperti aspek sosial, ekonomi dan bahkan menyangkut pribadi sebenarnya.

Skorsing itu baru akan berubah menjadi Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) yang riil apabila terbukti bahwa kesalahannya adalah disengaja dan

@)

G. Karta Sapoetro, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika,
Jakarta, 1994, hal.291



tenaga kerja tidak mau mengatakan penyesalan serta selalu menunjukkan
| akibat yang buruk .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk
menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI
PT. EASTWIND MANDIRI BSB SEMARANG”.

Apa yang penulis uraikan nanti diharapkan dapat membantu untuk
lebih mengetahui dan memahami pelaksanaan sampai terjadinya Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) di suatu perusahaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Didalam membicarakan masalah tenaga kerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) ini, maka dalam hal ini sudah ada hak dan kewajiban
yang dapat dilaksanakan oleh kedua pihak.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan atau gambaran
secara garis besar bahwa hal-hal yang dapat menjadi suatu permasalahan
adalah.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Eastwind Mandiri BSB
Semarang. |
2. Bagaimana pelaksanaan (PHK) Pemutusan Hubungan Kerja PT. Eastwind

Mandiri BSB Semarang.

@ 1bid, hal. 292



C. PEMBATASAN MASALAH

Dalam membahas masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini
maka tidak mungkin dijabarkan dengan panjang lebar masalahnya. Maka kita
menyikapinya dengan membatasi masalah yang ada yaitu pelaksanaan
perjanjian kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Eastwind Mandiri
BSB Semarang.
Adapun dalam membatasi masalah kita mengacu pada UU No. 13 tahun 2003

tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan swasta.

D. TUJUAN PENULISAN
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Eastwind
Mandiri BSB Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PHK pada PT. Eastwind Mandiri BSB

Semarang.

E. KEGUNAAN PENELITIAN
Kegunaan penelitian dibarapkan dapat dipergunakan baik secara
teoritis maupun praktis.
a. Secara teoritis
Dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

khususnya di bidang ketenagakerjaan.



b. Secara praktis
1. Bagi pemerintah
Sebagai masukan pada pemerintah dalam hal ini Depnaker dalam
membina dan mengawasi makin banyaknya pengangguran.
2. Bagi peneliti
Sebagai pembanding antara teori yang diperoleh di bangku kuliah

dengan praktek di lapangan.

F. METODE PENELITIAN
Adapaun dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan
metode-metode sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang diapakai adalah yuridis sosiologis. Yundis
sosiologis yaitu sutau penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan
tetapi juga usaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku.
Pendekatan yuridis maksudnya adalah yang berdasarkan pertuaran
perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan masalah yang
diteliti yang merupakan data sekunder.
3. Sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah penelitian yang
bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap
masalah yang diteliti pada kenyataannya di PT. Eastwind Mandiri BSB

Semarang.



2. Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang
menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, kemudian ditarik suatu
keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan secara umum dari bahan-
bahan tentang Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja dan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) di PT. Eastwind BSB Semarang.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Adalah data yang diperoleh langusng dari lapangan yaitu dan PT.
EasMnd BSB Semarang.
b. Data Sekunder
1. Adalah data yang diperoleh melaui bahan kepustakaan yang sesual
dengan obyek penelitian,baik berupa Undang-undangPeraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
4. Metode Pengumpulan Data
Di dalam metode ini ada beberapa cara yang akan dilakukan oleh penulis
antara lain :
1. Studi Kepustakaan
Dengan metode ini permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-
teori, konsepsi-konsepsi,pandangan-pandangan yang relevan dengan
pokok permasalahan dari sumber referensi umum (buku literatur serta

referensi brosur (dokumen).



2. Penelitian lapangan
Penelitian lapangan dalam rangka penulis skripsi ini meliputi :
a. Teknik wawancara
Adalah suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan
informasi maupun pendirian secara lisan seorang responden dengan
wawancara, tatap muka pewawancara dengan responden.
b. Teknik observasi
Adalah suatu cara yang digunakan oleh penulis mendapatkan
informasi data yang diperlukan yang merupakan tingkah laku non
verbal. :
5. Metode Analisis Data
Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan
maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan
analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti
dengan menguji hasil penelitian dengan teori hokum,perundang-undangan
dan pendapat para ahli hukum.
G. Sistematika Penulisan
BABI : PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan rhengembangkan latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

10



BABII

BAB Il

BAB IV

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini akan menguraikan bagaimana arti
sesungguhnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu,
perjanjian dalam tenaga kerja, Pemutusan Hubungan Kerja

serta uang pesangon.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil yang diperoleh dari
hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap
ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam
penulisan yaitu PHK di PT. EASTWIND BSB SEMARANG,
serta pelaksanaannya perlindungan hukumnya _terhadap

tenaga kerja.

: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dan

saran-saran sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

11



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan dan Hakekat Ketenagakerjaan
a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
Arti hukum ketenagakerjaan menurut Profesor Imam Soepomo
adalah suatu himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak,
yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada
orang lain dengan menerima upah "'%.
Adapun ada juga pendapat para ahli lain yaitu :
a. Mr. Molenaar
Hukum Ketenagakerjaan adalah suatu bagian dari hukum
yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara
buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara
buruh dan pengusaha.
b. Mr. M.G. Laverbach
Hukum ketenagakerjaan adalah | hukum yang berkenaan
dengan hubungan kerj dimana pkerja itu dilakukan di bawah auatu
pimpinan dan dengan keadaan penghiudpan yang langsung

bersangkut paut dengan hubungan kerja.

{19 profesor Imam Soepomo, SH, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1970.
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¢. Mr. N.E. H. Van Esveld

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang meliputi
pekerjaan yang dilakukan oleh swa pekerja yang melakukan
pekerja atas tanggung jawab dan resiko sendiri.

d. Mr. Mok

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang berkenaan
dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain
dan dengan keadaan penghidupan yang langsung tergantung
dengan pekerjaan itu.

Adapun pendapat lain dari pakar tentang hukum
ketenagakerjaan adalah himpunan perturan, baik tertulis maupun
tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja
pada orang lain dengan menerima upah.

b. Hakekat Ketenagakerjaan

Dibandingkan dengan hubungan antara pembeli dengan penjual
barang, antara yang tukar menukar barang, maka hubungan antara
tenaga kerja dengan pengusaha adalah berlainan dalam dua hal.

Pembeli dan penjual dan mereka yang tukar menukar barang,
baik yuridis maupun sosiologis adalah merdeka, bebas untuk
melakukan atau tidak melakukan sosiologis adalah merdeka, bebas
untuk melakukan atau tidak melakukan jual beli atau tukar menukat
itu. Hubungan pembeli dan penjual dan hubungan para penukar timbul

dan lenyap segera setelah masing-masing melakukan pembayaran
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Secara yuridis tenaga kerja adalah memang bebas. Prinsip negara
kita adalah tidak seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau
perbudakan, perdagangan budak dan penghambaan dan segala
perbuatan berupa apapun yang bertujuan kepada itu dilarang.

Sosiologis tenaga kerja adalah tidak bebas. Sebagai orang yang
tidak mempunyai bekal hidup lain daripada tenaganya itu sendir, ia
terpaksa untuk bekerja pada orang lain.

Tenaga kerja yang terutama menjadi kepentingan pengusaha,
merupakan sesuatu yang sedemikian, melekatnya pada pribadi tenaga
kerja sehingga tenaga kerja itu selain lurus mengikuti tenaganya ke
tempat dan pada saat pengusaha memerlukannya  serta
mengeluarkannya menurut jasmaniah dan rohaniahnya tidak bebas.

Selama segala sesuatu mengenai hubungan antara tenaga kerja
dengan pengusaha itu diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah
pihak yang langsung berkepentingan itu, maka masih sukar tercapainya
suatu keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak yang sedikit
- banyak memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok
juga di perburuban.

| Karena pengusaha baik dengan maupun tidak dengan bantuan
organisasi buruh, mengatakan perturan-peraturan dan tindakan-
tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah (menempatkan

pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan).
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Hubungan antara tenaga kerja dalam pengusaha sebagai berikut :

a. Secara yuridis tenaga kerja adalah memang bebas, oleh karena
prinsip negara kita bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak,
diperulur atau diperhamba.

b. Secara sosiologis adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang
tidak mempunyai bekal hidup selain dari pada tenaganya itu ia
terpaksa untuk bekerja pada orang lain. dan pengusaha itulah yang
pada dasarnya menetukan syarat-syarat kerja.

Dengan demikian segala sesuatu mengenai hubungan antara
tenag kerja dan pengusaha itu diserahkan kejaada kebijaksanaan kedua
belah ihak yang langsung berkepentingan, maka sukarlah untuk
mencapai suatu kepentingan antara kepentingn kedua belah pihak yang
sedikit memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok
dari perburuhan.

2. Pengertian Tenaga Kerja, Pengusaha, Perusahaan
a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seseorang yang bekerja pada orang lain
dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan persoalan
antara pekerja bebas dan pekerja yang dilakukan, di bawah pimpinan
orang lain dan mengesampingkan pada persoalan antara pekerjaan dan
pekerja. Pendapat lain mengenai pengertian tenaga kerja adalah sangat
luas yaitu orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan

kerja maupun di luar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh
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sementara orang disebut buruh bebas (D Sedangkan kewajiban dari
penerima kerja yaitu tenaga kerjanya sendiri pada umumnya tersimpul
dalam hak si penguasa seperti juga hak si pekerja tersimpul dalam
kewajiban si pengusaha 7.

Tenaga kerja juga diartikan lain yaitu semua orang yang beekrja
pada atau untuk pengusaha atau perusahaan. Menurut Undang-Undang
No. 14 tahun 1969 tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu
melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja
guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat..

b. Pengertian Pehgusaha.

Pengertian pengusaha adalah seorang pengusaha dalam
hubungannya dengan tenaga kerja. Pengusaha menurut Undang-
undang tentang penyelesaian perselisiban perburuhan tersebut adalah
orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dan menurut
Undang-undang tentang kewajiban melaporkan perusahaan adalah
orang atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
memberi upah untuk menjalankan perusahaan, kadang-kadang
diperluas untuk keperluan yang tertentu.

c. Pengertian Perusahaan
Pengertian perusahaan adalah suatu tempat di mana adanya

pengusaha atau majikan dengan tenaga kerjanya, untuk melakukan

D 1hid, hal. 26.
12) Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 12.
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kerja sama dan perjanjian dengan dilakukannya dalam suatu pekerjaan

oleh kedua belah pihak.

B. PERJANJIAN KERJA, KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB),
PERLINDUNGAN HUKUM
a. Perjanjian Kerja

Pasal 1061 ayat 2 KUH Perdata menjelaskan, perjanjian tenaga kerja
adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang atau kumpulan
pengusaha yang berbadan hukum dan suatu atau beberapa serikat buruh
yang berbadan hukum, mengenai syarat-syarat kerja yang harus dijadikan
pada waktu membuat perjanjian kerja.

Dalam Undang-undang hanya menetapkan bahwa perjanjian
diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus
dipikul oleh pengusaha. Perjanjian yang diadakan secara lisan, perjanjian
yang dibuat tertulispun biasanya diadakan dengan singkat sekali, tidak
memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja
yang harus diadakan secara tertulis, seperti misalnya dimintakan oleh
adnuullende plantersregeking (peraturan perburuhan di perusahaan
perkebunan) hanya memuat :

a. Macam pekerjaan.
b. Lamanya perjanjian itu berlaku.
c. Besarnya upah berupa uang sebulannya.

d. Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besarnya upah selama cuti.
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e. Jika ada, besarnya bagian dari keuntungan (tantiere) dan caranya
menghitung keuntungan.

f. Jika ada caranya pemberian pensiun atau bentuk pemberian untuk hari
tua lainnya.

g. Bentuk upah lainnya.

h. Tempat kemana nanti buruh itu harus dikembalikan atas biaya
majikan.

Kalau menurut Halili Toha,SH dan Hari Pramono perjanjian kerja
hanya dapat dibuktikan dengan surat tersebut, artinya jika tiada surat
perjanjian tiada pula perjanjian, surat ini adalah uﬁsur pembentuk.

Surat perjanjian merupakan suatu keharusan untuk melindungi
buruh, sebab jika buruh-buruh itu telah melakukan pekerjaan tetapi tanpa
adanya surat perjanjian kerja.

Bahwa sehubungan dengan adanya hubungan kerja antara pekerja
dan pengusaha sebagai akibat perjanjian kerja, akan membawa
konsekwensi bagi masing-masing pihak akan dituntut adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak dalam pfoses produksi barang dan
jasa. Adapun hak itu sendiri mempunyai pengertian yaitu kepentingan
yang dilindungi hukum yang dihubungkan dengan manﬁsia atau subyek
tertentu.

. Kesepakatan Kerja Bersama
Kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian atau kesepakatan yang

diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah

18



terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan pengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau
semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam
perjanjian kerja .
¢. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah suatu hukum yang dilindungi
keberadaannya oleh semua masyarakat yang ada sehinghga perlindungan
yang dimaksud ada berbagai macam pengertian, yaitu misalnya
perlindungan terhadap tenaga kerja yang sedang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) tersebut, sudah tidak mempunyai pekerjaan dan
penghidupan yang layak, sehingga mereka sudah tidak dapat menghidupi

kebutuhan mereka sehari-hari ¥,

C. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK), MACAM MASALAH
- PHK, ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK),
PEMBERIAN UANG PESANGON, PENGERTIAN UANG PESANGON,
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN UANG PESANGON,
PENETAPAN UANG PESANGON.
a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pemutusan Hubungan Kerjja (PHK) merupakan awal dari seorang

tenaga kerja dari berakhirnya mempunyai pekerjaan ataupun permulaan

3) gydikro Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 40.
09 Sediun H. Manulang, SH, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 1987, hal. 74.
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dari berakhirnya kemampuan prestasi untuk membiayai keperluan hidup
sehari-hari baginya dan keluarganya.

Iman Soepono, SH tﬁengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja

(PHK) berarti kehilangan mata pencaharian merupakan permulaan dari
segala kesengsaraan. Menurut teori, tenaga kerja berhak pula untuk
mengakhirinya. Sehingga pengakhiran itu selalu merupakan pengakhiran
hubungan kerja oleh pihak majikan.
Tenaga kerja melihat soal pengakhiran ini dari sudut yang beriainan. Dia
mempunyai kepentingan langsung dan vital untuk tetap mempunyai
pekerjaan yang acap kali merupakan satu-satunya sumber pendapatn (mata
pencaharian) baginya dan keluarganya.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah langkah pengakhiran hubungan
kerja antara pekera (tenaga kerja) dengan pengusaha yang disebabkan
karena suatu keadaan tertentu '

Pendapat umum menghendaki supaya pemusatan hubungan kerja
(PHK) juga ada hubungannya dengan ketentuan tentang adanya jaminan
pendapatan (income security) bagi tenaga kerja yang kehilangan
pekerjaan. Sepanjang pendapatan yang terjamin itu berdasarkan pada
aturan yang uangnya langsung dibayar oleh majikan kepada tenaga kerja,
seperti pesangon, pembayaran semacam itu dapat dipandang sebagai suatu

aspek dari hubungan kerja itu sendiri. Sebaliknya jaminan pendapatan

U9 Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994,
hal. 139.
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yang diberikan oleh suatu cabang pertanggungn sosial adalah diluar uraian
tadi.
b. Macam Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pemutusan hubungan kerja dapat dibagi dalam empat golongan
yaitu sebagai berikut :
1. Hubungan kerja yang putus demi hukum

Hubungan kerja putus demi hukum berarti putus dengan
sendirinya diperlukan adanya tindakan salah satu pihak buruh atau
pengusaha yang ditunjukkan untuk itu.

Didalam pasal 1603 KUH Perdata ditetapkan bahwa hubungan
kerja berakhir bila waktunya habis adalah hubungan kerja yang
diadakan pada waktu tertentu. Hubungan kerja diadakan pada waktu
tertentu ialah bila berakhirnya dikaitkan dengan kejadian yang tidak
semata-mata tergantung pada kemauan salah satu pihak, seorang
tenaga kerja yang diterima untuk bekerja pada pekeraan tertentu
bekerja untuk waktu tertentu adalah sampai selesainya pekerjaan
tersebut.

Perjanjian kerja yang formal diadakan untuk waktu tertentu,
kadang-kadang dapat dipandang sebagai perjanjin kerja untuk waktu
tertentu, misalnya perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu pendek
tetapi dipandang secara terus menerus tiap kali untuk waktu tertentu
sesuatunya untuk menghindari diri dari aturan-aturan mengenai

pernyataan pengakhiran.
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Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini, seperti di atas telah
dikatakan berakhir dengan habisnya waktu tertentu itu. Pernyataan
pengakhiran sebelumnya tidak perlu, pemyataan pengakhiran hanya
diperlukan
a. Jika demikian itu diperjanjikan dalam perjanjian tertulis atau dalam
peraturan pengusaha

b. Jika menurut petraturan perundang-undangan atau menurut
kebiasaan, sebelum diharuskan adanya pernyataan pengakhiran
hubungan kerja.

. Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak tenaga kerja

Tenaga kerja berwenang sepenuhnya dalam memutuskan
hubungan kerja dengan persetujuan pihak pengusaha dan itu dapat
dilakukan setiap saat. Dalam hal ini kedua belah pihak adalah bebas.
Selain itu tenaga kerja juga berhak memutuskan hubungan kerja secara
sepihak tanpa persetujuan pengusaha.

Jika diperjanjikan masa percobaan, selama waktu itu berlangsung
tenaga kerja berwenang seketika mengakhiri hubungan kerja dengan
pernyataan pengakhiran (pasal 1603, KUH Perdata, pasal 13
Ontslang).

Hak tenaga kerja untuk memutuskan hubungan kerja ini adalah
akibat dari penyamaratan antara tepaga kerja dan pengusaha yang
menurut Mr. S. Mok adalah suatu penyamarataan yang meletakkan

kepada seorang anak yang lemah suatu beban yang sama seperti
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kepada seorang dewasa yang kuat. Pemberian hak sama artinya dengan
pemberian tiang gantung.
'Bagi tenaga kerja dipandang sebagai alasan mendesak adalah
keadaan yang demikian rupa sehingga mengakibatkan bahwa daripihak
tenaga kerja adalah tidak layak mengharap untuk meneruskan
hubungan kerja. Alasan mendesak itu dipandang antara lain adalah
a. Apabila majikan menganiaya, menghina secara kasar atau
melakukan ancaman yang membahayakan pihak buruh, atau
anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh atau
membiarkan perbuatan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah
tangga atau buruh bawahan majikan

b. Apabila majikan membujuk atau mencoba membujuk buruh,
anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
atau tata susila atau membiarkan pembjukan atau percobaan
pembujukan semacm itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau
buruh bawahan majikan.

c. Apabila majikan tidak membayar upah pada waktunya.

d. Apabila majikan dimana makan dan pemoﬁonan diperjanjikan
atau tidak memenuhinya secara layak.

e. Apabila majikan tidak memberikan cukup pekerjaan kepada buruh
yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang

dilakukan.
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f Apabila majikan dengan jalan lain secara keterlaluan melainkan
kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh petjanjian.

g. Apabila majikan tidak dibebankan kepadanya oleh perjanjian
memberikan bntuan yang diperjanjikan kepada buruh yang
upahnya dittapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang di lakukan.

h. Apabila majikan dalam hal sifat hubungan kerja tidak
mencakupnya atau menyuruh buruh meskipun telah ditolak untuk
melakukan pekerjaan di perusahaan majikan lain.

i. Apabila terus berlangsungnya hubungan kerja buruh dapat
menimbulkan bahaya besar yang mengancam jiwa, kesehatan,
kesusilaan atau nama baiknya yang tidak terlihat pada waktu
pembuatan perjanjian.

j. Apabila buruh karena atau alasan lain diluar kesalahannya menjadi
tidak mampu melakukan pekrjaan yang diperjanjikan.

Diatas telah dikatakan bahwa menurut teori buruh berhak pula
untuk memutuskan hubungan kerja, teori ini merupakan akibat dari
pendargendunia barat bahwa kepada buruh pula harus diberikan hak
yang sama dalam hukum.

. Hubungan kerja yang diputuskén oleh pihak majikan

Pemutusan hubungan kerja oleh majikan adalah pemutusan yang
diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 1969. Undang-undang
tersebut diadakan agar lebih menjamin ketentraman dan kepastian bagi

buruh.
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Maksud dari Undang-undang ini yaitu membebaskan buruh

Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan secara semena-mena.

Menurut penjelasannya, undang-undang tersebut mengandung
pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut :

a. Pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi
masalah pemutusan hubungan kerja ialah supaya sedapat-dapatnya
dicegah dengan segala daya upaya, bahkan dalam beberapa hal
dilarang.

b. Pertama-tama majikan harus merundingkan dengan buruh bila
buruh itu menjadi anggota organisasi pemberhentian yané
dihasilkan oleh perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan
seringkali lebih dapat diterima oleh mereka dari pada penyelesaian
yang dipaksakan oleh pihak lain.

c. Barulah jika jalan perundingan tidak berhasil mndekatkan kedua
belah pihak, pemerintah tampil ke muka dan campur tangan dalam
pemutusan hubungan kerja yang hendak dilakukan oleh majikan.
Campur tangan ini berupa pemberian izin.

Pasal 1 ayat 1 mengharuskan majikan supaya mengusahakan agar
jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Usaha ini meliputi
mencarikan pekerjaan lain atau pekerjaan dibagian-bagian lain dalam

perusahaannya ataupun di luar perusahaannya sendiri.
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Dalam dua hal majikan dilarang memutuskan hubungan kerja
yaitu :

a. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaan karena keadaan
sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui
dua belas bulan terus-menerus.

b. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
memnuhi kewajiban terhadap negara yang ditetapkan dengan
undang-undang atau pemerintah atau karena menjalankan ibadat
yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui pemerintah
(pasal 1 ayat 2). .

Prosedur pemberhentian dan penghematan dengan sendirinya
harus dilihat dengan latar belakang ekonomi umumnya dari negara
yang bersangkutan. Akibat pengakhiran hubungan kerja adalah sangat
berbeda-beda berhubung dengan adanya cukup lapang pekerjaan atau
sebaliknya dengan berkurangnya lapangan: pekerjaan atau
pengangguran.

Soal pemutusan hubungan kerja ada hubungannya dengan
ketentuan-ketentuan tentang adanya jaminan pendapatan bagi buruh
yang kehilangan pekerjaan.

Pendapat umum menghendaki supaya pemutusan hubungan kerja
oleh majikan memenubhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat itu adalah misalnya tenggang waktu pernyataan

pengakhiran, dasar-dasar untuk memilih buruh manalah yang akan
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diberhentikan atau dihemat atau cara-cara mendapatkan pertimbangan
atau perundingan sebelum pemutusan boleh dilakukan.

. Hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, terutama
berdasarkan alasan penting.

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan adalah pemutusan

oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan yang bersangkutan
_ alasan penting.
Tidak termasuk pemutusan adalah pemutusan oleh pengadilan seperti
yang termaksud pada pasal 1603 m KUH Perdata. Jika wali dan
seorang belum dewasa berpendapat bahwa perjanjian kerja yang
diadakan oleh si belum dewasa ataupun bahwa syarat-syarat tercantum
dalam surat kuasa tidak dipenuhi, dapat memajukan permintaan kepada
pengadilan di tempat kediaman si belum dewasa yang sebenarnya agar
perjanjian itu dinyatakan putus.

Bagi pihak majikan alasan mendesak itu dimuat pada pasal 1603
jo KUH Perdata dahulu dan adalah perbuatan, sifat atau tingkah laku
buruh yang sedemikian rupa sehingga meéngakibatkan bahwa adalah
tidak layak mengharapkan dari pihak majikan untuk meneruskan
hubungan kerja. Alasan mendesak itu dapat dipending antara lain ada .
a. Jika buruh pada wal&u mengadakan perjanjian mengelabui majikan |

dengan memperlihatkan surat keterangan palsu atau . yang

dipalsukan itu kepada majikan dengan sengaja memberikan
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penjelasan palsu mengenai cara berakhimya hubungan kerja yang
lalu.

. Jika buruh ternyata tidak mempunyai kemampuan atau
kesanggupan sedikitpun untuk pekerjaan yang telah dijanjikan.

. Jika buruh, meskipun telah diperingatkan, selalu menuruti
kesukaannya minum sampai mabok, menghisap madat diluar batas
atau suka melakukan perbuatan lain untuk melampiaskan hawa
nafsunya.

. Jika buruh dipersalahkan melakukan pencurian, penggelapan atau
kejahatan lain mengakibatkan ia tidak patut lagi mendapat
kepercayaan dari majikan.

. Jika buruh menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan
ancaman yang membahayakan pihak majikan, anggota keluarga
atau anggota rumah tangga majikan atau teman sekerjanya.

Jika buruh membujuk atau mencoba membujuk majikan, anggota
keluarga atau anggota rumah tangga majikan atau teman
sekerjanya, untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Undang-undang atau Tata Susila.

. Jika buruh dengan sengaja meskipun telah diperingatkan dengan
angkara merusak barang milik majikan, atau menempatkap barang

milik majikan terancam oleh bahaya besar.
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h. Jika buruh dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan,
dengan angkara menempatkan dirinya atau orang lain terancam
oleh bahaya besar.

i, Jika buruh mengumumkan seluk beluk rumah tangga atau
perusahaan majikan, yang ia secharusnya merahasiakan.

j. Jika buruh bersikeras menolak perintah yang wajar yang diberikan
kepadanya oleh atau atas nama majikan.

k. Jika buruh dengan cara lain secara keterlaluan melalaikan
kewajiban yang diberikan kepadanya oleh perjanjian.

I. Jika buruh karena sengaja atau angkara menjadi tidak mampu
melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

Pemutusan hubungan kerja dilakukan di pengadilan atas
permintaan pihak majikan dengan sendirinya tidak memerlukan izin
lagi dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut tidak ada jalan
untuk melawannya, dengan tidak mengurangi wewenang jaksa agung
untuk, semata-mata demi kepentingan undang-undang, mengajukan
permintaan kasasi terhadap putusan tersebut.

¢. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Alasan tenaga kerja dapat di PHK perusahaan karena faktor-faktor
sebagai berikut :
a. Masa hubungan kerja sebagaimana yang telah disepakati bersama
antara perusahaan dan tenaga kerja yang bersangkutan melalui

perjanjian kerja berakhir dan tidak akan diperpanjang lagi.
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b. Tugas sasaran yang menjadi obyek hubungan kerja antara perusahaan
dan tenaga kerja yang bersangkutan telah selesai atau tercapai dan
tidak ada penambahan tugas baru lagi.

c. Tugas sasaran yang menjadi obyek hubungan kerja antara perusahaan
dan tenaga kerja yang bersangkutan secara tidak terduga sebelumnya
karena situasi dan kondisi yang mendesak (datrurat) terpaksa tidak
dapat dilanjutkan dan tidak ada kegiatan lain yang dapat digunakan
untuk mengalihkan / meneruskan hubungan kerja ini.

d. Pengertian Uang Pesangon
Uang pesangon ialah uang yang diberikan kepada buruh / tenaga
kerja pada waktu terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pihak
perusahaan yang didasarkan atas lamanya masa kerja yang telah ditempuh
oleh tenaga kerja / perusahaan yang bersangkutan dan besar imbalan kerja.
e. Pemberian Uang Pesangon
Perusahaan memberikan uang pesangon kepada tenaga kerja
karena pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan dengan
ketentuan-ketentuan :

a. Bukanlah berdasarkan kehendak tenaga kerja atau mungkin sama
sekali diluar kehendak tenaga kerja yang bersangkutan, sehingga
dalam hal ini uang pesangon tersebut berfungsi sebagai suatu ganti
rugi dari perusahaan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

b. Mungkin tidak diketahui sebelumnya atau sama sekali diluar dugaan

tenaga kerja yang bersangkutan sehingga ia belum mempunyai
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persiapan untuk menghadapi putusnya hubungan kepa yang
menyebabkannya menjadi kehilangan mata pencaharian atau
penghasilannya.
f. Maksud dan Tujuan Pemberian Uang Pesangon
Maksud dan tujuan pemberian uang pesangon adalah sebagai suatu
tunjangan bagi tenaga kerja yang bersangkutan untuk sementara waktu
setelah ia belum mendapat pekerjaan atau penghasilan yang baru. Dan
uang pesangon tersebut bisa juga untuk modal bagi tenaga kerja yang
ingin berwiraswasta atau usaha sendiri.
g. Penetapan Uang Pesangon
Menurut pasal 156 ayat 2 No 13 Tahun 2003, besarnya uang
pesangon yang harus diberikan pada waktu dilakukannya pemutusan
hubungan kerja oleh majikan atau perusdsahaan, serendah-rendahnya
ditentukan sebagai berikut :
a. Masa kerja kurang dari satu tahun ( 1 tahun ) besarnya uang pesangon
1 bulan upah
b. Masa kerja satu tahun ( 1 tahun ) kurang dari dua tahun ( 2 tahun )
Besa.mya uang pesangon 2 bulan upah
c. Masakeljaduétahun(2tahun)kurangdaritigatahun(3tahun)
besarnya uang pesangon 3 bulan upah
d. Masa kerja tiga tahun ( 3 tahun ) kurang dari empat tahun (4 tahun )

besarnya uang pesangon 4 bulan upah
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Masa kerja empat tahun (4 tahun ) kurang dari lima tahun (5 tahun )
besarnya uang pesangon 5 bulan upah
Masa kerja lima tahun ( 5 tahun ) kurang dari enam tahun ( 6tahun )
besarnya uang pesangon 6 bulan upah
Masa kerja enam tahun (6 tahun )kurang dari tujuh tahun ( 7 tahun )
besarnya uang pesangon 7 bulan upah
Masa kerja tujuh tahun ( 7 tahun )kurang dari delapan tahun ( 8 tahun )
besarnya uang pesangon 8 bulan upah
Masa kerja delapan tahun ( 8 tahun )kurang dari sembilan tahun ( 9

tahun ) besarnya uang pesangon 9 bulan upah

Pasal 23 menetapkan besarnya uang pesangon sebagai berikut :

a.

Masa kerja tiga tahun ( 3 tahun ) atau lebih tetapi kurang dari enam
tahun (6 tahun ) besarnya nang pesangon 2 bulan upah.

Masa kerja enam tahun ( 6 tahun ) atau lebih tetapi kurang dari
sembilan ( 9 tahun) besarnya uang pesangon 3 bulan upah.

Masa kerja sembialn tahun ( 9 tahun ) atau lebih tetapi kurang dari dua
belas tahun (12 tahun) besarnya uang pesangon 4 bulan upah.

Masa kerja dua belas tahun ( 12 tahun ) atau lebih tetapi kurang dari
lima belas tahun ( 15 tahun ) besarnya uang pesangon 5 bulan upah.
Masa kerja lima belas tahun ( 15 tahun ) atau lebih tetapi kurang dari

delapan belas tahun ( 18 tahun ) besarnya uang pesangon 6 bulan upah.
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f. Masa kerja delapan belas tahun ( 18 tahun ) atau lebih tetapi kurang
dari dua puluh satu tahun ( 21 tahun ) besarnya uang pesangon 7 bulan
upah.

g Masa kerja dua puluh satu tahun ( 21 tahun ) atau lebih tetapi kurang
dari dua puluh empat ( 24 tahun) besamnya uang pesangon 8 bulan
upah.

h. Masa kerja lebih dari dua puluh empat ( 24 tahun) besarnya
pesangonnya 9 bulan upah.

i. Masa kerja lebih dari dqa puluh lima tahun ( 25 tahun ) besarnya uang

pesangonnya 10 bulan upah.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA PADA PT
EASTWIND MANDIRI BSB SEMARANG

Pada awal memulainya suatu pekerjaan, maka harus ada suatu
perjanjian pada kedua belah pihak yaitu antara tenaga kerja dan pihak
pengusaha atau perusahaan.
Perjanjian tersebut harus diberitahukan sebelum tenaga kerja memulai
suatu pekerjaannya dalam perusahaan. Dan perjanjian tersebut dibuat oleh
pengusaha dan harus diketahui dan disetujui oleh semua pihak yaitu antara
pengusaha lainnya dengan tenaga kerjanya itu sendiri.

Kita mengambil contoh dari perusahaan swasta yaitu di PT.
Eastwind BSB Semarang Diperusahaan tersebut kita bisa mengetahui
banyak tentang bagaimana Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di sana,
apakah mereka menggunakan perjanjian tersebut !
Ternyata kesepakatan perjanjian dalam perusahaan Eastwind BSB tersebut
sudah dilakukan pada waktu perusahaan itu berdiri, karena dengan
kesepakatan kerja bersama tersebut maka akan tercipta suﬁsana kerja yang
aman dan damai dalam bekerja.
PT. Eastwind BSB Semarang selalu mengajukan perjanjian tersebut
kepada tenaga kerjanya pada awal dalam suatu pekerjaan, karena itu

dimaksudkan supaya tenaga kerja yang tidak menyetujui isi dari perjanjian
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tersebut maka bisa segera mengundurkan diri karena perjanjian tersebut
sudah dibuat dan disepakati oleh semua tenaga kerja yang ada dalam
perusahaan tersebut.

Dalam perusahaan ada berbagai macam perjanjian dan semua
perjanjian tersebut harus diketahui dan disetujui oleh tenaga kerja. Dalam
Quisioner yang diajukan kepada tenaga kerja yang bekerja di PT. Eastwi.nd
BSB Semarang, sebagian dari mereka menyatakan kesediaannya untuk
menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Bentuk dan macam-macam perjanjian dalam perusahaan yaitu
bermacam-macam, kita ambil contohnya seperti perjanjian dalam bentuk
lesan dan tulisan. Perjanjian dalam bentuk lesan yaitu perjanjian yang
diucapkan di depan para saksi yang ada dan perjanjian yang telah
diucapkan harus benar-benar dilaksanakan, meskipun tidak ada bukti
hitam di atas putih.

Sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang berbentuk tulisan
yang sering disebut dengan perjanjian hitam di atas putih, dan disaksikan
oleh beberapa saksi.

Biasanya perusahaan banyak menggunakan perjanjian secara
tertulis karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang paling
menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Dengan adanya perjanjian secara tertulis, maka apabila salah satu ada yang

melanggar isi dari perjanjian tersebut, maka kita tinggal menunjukkan
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bukti-bukti yang telah disepakati bersama yaitu yang tertuang dalam hitam
di atas putih. |

Perjanjian secara lesan jarang digunakan oleh perusahaan-
perusahaan karena perjanjian tersebut kurang menguntungkan. Biasanya
dalam perjanjian tersebut, apabila ada yang melanggar pada salah satu
pihak maka kita tidak bisa menunjukkan bukti otentik. Kita hanya
mempunyai saksi dalam perjanjian tersebut kalau saksi itu sudah tidak ada
maka kita tidak bisa menunjukkan bukti lain.

Di PT. Eastwind BSB menggunakan perjanjian dalam bentuk
tertulis yaitu hitam di atas putih karena hanya perjanjian tersebut yang
dinilai bermanfaat untuk kedua belah pihak yaitu dari pihak tenaga kerja

maupun pihak pengusahanya itu sendiri.

B. PELAKSANAAN TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(PHK) PADA PT. EASTWIND MANDIRI BSB SEMARANG
| Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dapat terjadi dengan berbagai
sebab antara lain :
1. Tenaga kerja putus demi hukum
Tenaga kerja yang putus demi hukum yaitu putusnya hubungan
kerja dengan sendirinya tanpa diperlukan adénya tindakan salah satu
pihak, baik itu dari tenaga kerja maupun dari pengusahanya itu sendiri.
Biasanya hubungan kerja berakhir baik waktunya telah habis, dan

hubungan kerja tersebut dilakukan pada waktu tertentu yaitu bila
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berakhirnya berkaitan dengan kejadian yang semata-mata tergantung
pada kemauan salah ssatu pihak.

Biasanya tenaga kerja yang putus demi hukum ini, kita bisa
menjumpainya dengan adanya tenaga kerja yang menggunakan sistem
kontrak. Dengan sistem kontrak tersebut, maka tenaga kerja berhak
berhenti dari kerjanya setelah masa kerjanya habis. Karena harus
menaati peraturan perusahaan yang ada.

Tapi juga tidak mudah, bagi tenaga kerja yang kerjanya masih
dalam bentuk kontrak. Karena dengan adanya bentuk kontrak, kita
tidak boleh begitu saja berhenti beerja. Karena kta masih terikat
dengan kontrak. Jika tenaga kerja ingin berhenti maka harus menunggu
masa kontraknya habis, setelah itu terserah tenaga kerja akan
meneruskan kerjanya atau tidak. Itu sama dengan training.

. Tenaga Kerja Putus oleh Pihak Tenaga Kerja.

Tenaga kerja yang putus oleh karena pihak tenaga kerjanya itu
sendiri adalah tenaga kerja dalam bekerja bisa sewaktu-waktu berhenti
dari kerjanya, karena tenaga kerja juga mempuntai hak dalam
menentukan lama tidaknya dalam bekerja.

Tenaga kerja yang mengakhiri masa kerjanyalebih a\;val itu
mempunyai alasan tersendiri yaitu misalnya :
a. Tidak sesuai dengan sistem kerjanya

Tidak cocok dalam dunia kerja itu misalnya, tenaga kerja

pada awal sebelum memulainya suatu kerja, telah mengetahui
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sistem kerjanya. Dan dalam kenyataannya sisten kerja tersebut
tidak sama dengan perkiraan yang sebenarnya.

b. Pengusahan atau majikan tidak menibayar upah sesuai dengan
perjanjian pada awal memulainya suatu kerja.

Tenaga kerja sudah bekerja selama berbulan-bulan, tapi
dalam kenyataannya upah yang diberikan oleh tenaga kerja itu
tidak sesuai dengan esar upah yang dijanjikan pada awal
memulainya suatu pekerjaa.

c. Pengusaha membujuk atau menyuruh tenaga kerja untuk
melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan

Tenaga kerja yang dalam masa kerjanya, diminta pengusaha
untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar
Undang-undang. Hal tersebut tidak dilakukan oleh tenaga kerja
karena tenaga kerja mengetahui bahwa itu semua dapat merugikan
perusahaan.

d. Tenaga kerja mempunyai msalaha dengan tenaga kerja lainnya.

Antara tenaga kerja satu dengan yang lainnya mempunyai
masalah atau konflik. Sehingga menyebabkan salah satu diantara
mereka yang mengundurkan diri. |

3. Tenaga Kerja yang Putus oleh Pengusaha
Tenaga kerja yang putus oleh pengusaha artinya pengusaha yang

memutuskan hubungan kerja natara tenaga kerja dengan pengusaha.
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Hal-hal yang dapat menyebabkan pengusaha memutuskan hubungan
kerja tersebut adalah :
a. Tenaga kerja melakukan kejahatan
Dalam melaksanakan suatu pekerjaantenaga kerja
melakukan kejahatan misalnya menganiaya tenaga kerja lainnya
atau menganiaya pengusaha lainnya.
b. Pengusaha tidak menyukai tindakan tenaga kerjanya
Tenaga kerja dalam masa kerjanya selalu melakukan hal-
hal yang tidak sewajarnya, dan itu bisa membuat pengusaha tidak
menyukai atas tindakannya tersebut.
c. Tenaga kerja melanggar peraturan dalam perusahaan
Dalam awal memulainya suatu pekerjaan tenaga kerja
sudah menyetujui isi dari peraturan yang ada dalam perusahaan,
tapi dalam kenyataannya tenaga kerja melanggar peraturan
tersebut. Sehingga menyebabkan tenaga kerja harus dikeluarkan
dari perusahaan oleh pengusaha.
d. Adanya konflik antara tenaga kerja dengan pengusaha
Adanya konflik antara pengusaha dengan tenaga kerja yang
dapat menyebabkan tenaga kerja dikeluarkan dari perusahaan. Tapi
dalam kenyataannya tenaga kerja tersebut kalau bersalah.
4. Tenaga Kerja Putus oleh Pengadilan
Tenaga kerja yang putus oleh pengadilanh karena mempunyai

alasan penting dalam putusannya tersebut. Misalnya tenaga kerja itu
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melakukan perjanjian kerja, tapi dalam kenyataannya tenaga kerja
tersebut belum dewasa atau belum cukup umur, sehingga pekerjaan itu
bisa dibatalkan.

Di dalam memimpin suatu perusahaan kita tidak tahu kapan
perusahaan kita untung, dan kapan perusahaan kita rugi. Dalam
perusahaan yang sudah mengalami goncangan atas keuangan yang sedang
dibutuhkan, maka perusahaan sangat membutuhkan bantuan dana dari
perusahaan lain.

Sedangkan apabila perusahaan itu tetap tidak mendapatkan kucuran dana,

maka perusahaan itu dapat gulung tikar. |

Dan dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap tenaga

kerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut.

Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh tenaga kerja maka

dapat merugikan semua pekerja. Supaya tenaga kerja tidak merasa

dirugikan, maka pengusaha harus berupaya untuk mencarikan aau

memindahkan tenaga kerja tersebut ke perusahaan lainnya. Sehingga

dengan jalan itu maka semua pibak tidak ada yang merasa dirugikan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi pada siapapun. Baik

itu dari pihak tenaga kerja maupun dari pihak pengusaha. Apabila itu dari
pihak pengusaha dan pengusaha terpaksa melakukannya maka pengusaha
mempunyai alasan tersendiri. Mengapa tenaga kerja tersebut dapat di PHK
oleh pengusaha. Itu semua dikarenakan suatu sebab-sebab yang tercantum

dalam pasal 158 (1) yaitu :
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Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap tenaga kerja

dengan alasan tenaga kerja melakukan kesalahan yaitu sebagai berikut :

1. Penipuan, pencurian

2. Memberikan keterangan palsu yang dapat menyebabkan ruginya
perusahaan

3. Melakukan perbuatan asusila

4. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
bahaya, barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan '),

Begitu juga dengan tenaga kerja, tenmaga kerja dapat mengajukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti yang tertuang dalam pasal 169 (1)
yaitu :

Apabila tenaga kerja mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam

hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. Menganiaya, menghina secara kasar dan mengancam tenaga kerja

b. Membujuk atau menyuruh tenaga kerja untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan pertauran perundang-undangan

c. Tidak membayar upah yang tepat pada wktu yang telah ditentukan selama
3 bulan berturut-turut atau lebih.

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada tenaga kerja

(9 UU No. 13 tahun 2003, hal. 89.
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c.

Memerintah tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang
diperjanjikan '”

Di PT Estwird BSB Semarang itu merupakan perusahaan yang

bergerak dibidang mebel perkayuan. Pembuatan mebel tersebut, setelah jadi

tujuannya akan dikirim ke dalam dan ke luar neger.

PT Estwird BSB Semarang mempunyai jumlah karyawan sebanyak 178 orang.

Adapun bagian perusahaan tersebut, dibagi menjadi 7 golongan yaitu :

1.

Asembling adalah suatu penyiapan bahan baku apa saja yang diperlukan
sebelum diolah.

Finishing mentah adalah bagian ngamplas yang masih menjadi bahan
mentah atau barang yang belum jadi.

Finishing matang adalah bagian ngamplas yang masih menjadi barang
yang hampir jadi.

Finishing semprot adalah bagian semprot bagi barang yang sudah jadi.
Pacing dan setting adalah bagian pengepakan dan pengecekan barang-
barang yang akan dikirim.

Bengkel atau maintenance adalah tempat untuk memperbaiki barang-
barang yang rusak khususnya bagian mesin yang sangat dipelukan oleh
perﬁsahaan. |

Perawatan adalah bagian merawat barang-barang yang sudah jadi agar

tetap sempurna sebelum barang dikirim lagi ke konsumen.

7 1bid, hal. 98.
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Di PT Eastwind BSB Semarang yang tereltak di JI. Raya Semarang
Boja Km 8 Mijen itu tidak ada atau belum pernah ada karyawan keluar dari
perusahaan karena di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jadi semua
karyawan yang keluar dari perusahaan tersebut adalah mereka yang sengaja
mengundurkan diri '®.

Adapun yang diteliti adalah masalah perlindungan hukumnya terhadap
tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dan di PT
Eastwind BSB Semarang tersebut sudah mempunyai perlindungan terhadap
tenaga kerja, apabila terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dan
perusahaan tersebut berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003.
sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi PHK maka kita mengikuti pedoman
pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003.

Adapun data tenaga kerja yang mengundurkan diri selama tahun 2003

sebanyak :
No | Nama tenaga Bagian Tanggal keluar | Masa jabatan
kerja |
1 Nahadi Proses 11 Mei 2003 4 tahun
2 | Fathurohman Proses 6 Mei 2003 3 tahun
3 Suhartono ‘Asembling 7 Juli 2003 4 tahun
4 Bandiyah Asembling 30 April 2003 4 tahun

(% Hasil wawancara dengan bagian Personalia dengan Bapak Toharatha, Spd. Pada tanggal 17

Juli 2003.
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BABIV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pada akhirnya setelah penulis mengadakan penulisan skripsi yang baik
berdasarkan penelitian kepustakaan maupun berdasarkan penelitian lapangan
maka bab penutup ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dilaksanakan di PT.
Eastwind BSB Semarang tersebut, sudah diadakan sebelum memulai suatu
pekerjaan di perusahaan. Dan kesepakatan tersebut dapat disepakati oleh
semua pihak baik dari pengusaha maupun dari pihak tenaga kerjanya
sendiri. Kesepakatan yang sudah berjalan dengan baik terscbut akan
menjadi pedoman untuk perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut.

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan hubungan kerja di PT. Eastwind BSB Semarang, tidak
pernah terjadi, karena perusahaan terscbut memang tidak pernah
memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya atau lazimnya dengan
sebutan PHK. Tenaga kerja dalam perusahaan tersebut tidak di PHK oleh
perusahaan, tetapi mereka mengundurkan diri secara hormat.

Apabila tenaga kerja dengan sengaja mengundurkan diri dari perusahaan,

maka PT. Eastwind BSB Semarang berpedoman pada pasal 162, yaitu
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tenaga kerja yang mengundurkan diri akan mendapat uang pengganti
haknya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di PT. Eastwind BSB Semarang tidak pernah terjadi masalah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi PT. Eastwind BSB tersebut sudah
mengantisipasi  apabila sewaktu-waktu dengan sangat terpaksa
memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerjanya. Dengan cara
melindungi tenaga kerja secara hukum. Perlindungan hukum tidak harus
dilaksanakan atau diadakan setelah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), akan tetapi kita sebaiknya mengadakan perlindungan hukum

sebelum terjadi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

B. SARAN-SARAN
Dalam bab penutup ini pula penulis dapat menyajikan sekedar
saran. Dan saran yang hanya sederhana ini mudah-mudahan dapat membantu
penerapan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat dan negara,
terutama dalam bidang tenaga kerja. Penulis menyarankan agar tenaga kerja
yang terkena Pemutusan Hubungan Kera (PHK) dapat dilindungi secara
hukum oleh perusahaan karena mereka masih membutuhkan penghidupan

yang layak untuk menghidupi keluarganya.
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